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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PERDAGANGAN (HUMAN TRAFFICKING)  
(Studi kasus di Wilayah Surakarta) 
 
ABSTRAK 
Adanya regulasi mengenai perlindungan anak diharapkan dapat memberikan 
perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan terhadap 
suatu kejahatan yang menimpa anak korban perdagangan orang.  Perlindungan, 
pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana trafficking bukan 
hanya tugas kepolisian atau para penegak hukum lain, tetapi harus ada kerja sama 
antar instansi ataupun lembaga lain yang sama-sama terpanggil untuk menangani 
permasalahan trafficking. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan 
orang di Wilayah Surakarta dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan hukum 
represif  dan preventif berdasar putusan nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt.   
Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Surakarta telah 
dilakukan namun belum terealisasi dengan baik. Dan hambatan dalam 
perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Wilayah 
Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor 
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor 
kebudayaan. Sementara itu, hambatan perlindungan hukum oleh Yayasan 
KAKAK yaitu penegak hukum, prasarama, dan kurang mengerti hukum. 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perdagangan orang. 
 
ABSTRACT 
The availability of regulation about child protection is expected to provide the 
protection to child in any field including the handling of a crime that befell the 
victim’s child. Protection, prevention, eradication and handling of the criminal 
act of human trafficking is not only the roles of police or other Law Enforcement, 
but also there are cooperation between agency or other institute which 
consciously to handle the problems of trafficking. legal protection to child as 
human trafficking victims in the region of Surakarta divided into two parts namely 
Repressive Law dan preventive Law decision No 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt. And 
the obstacles in legal protection to child as human trafficking victims in the 
region of Surakarta by District Court of Surakarta consist of their own legal 
factor, law enforcer factor, facilites and infrastructure factor, society factor, and 
cultural factor. Meantime, the obstacles by Kakak Foundation consist of law 
enforcer, infrastructure and lack of law understanding. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah Negara hukum. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungnya 
tidak akan pernah berhenti dalam  sejarah kehidupan, karena anak merupakan 
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generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang 
kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.
1
 Oleh karena itu, setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, 
kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin  hak-
hak anak tersebut, dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi 
pelaksanaan perlindungan terhadap anak.
2
 
Guna memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah 
memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak.
3
 Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan 
terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan terhadap suatu kejahatan 
yang menimpa anak korban. 
Namun akhir-akhir ini di Indonesia maupun di negara lain terjadi peningkatan 
pelanggaran HAM termasuk anak.
4
 Yaitu pelanggaran yang dikenal dengan istilah 
“Human Trafficking”.5 Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan 
yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern 
dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
6
  
Walaupun banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana 
perdagangan (human trafficking) untuk anak, salah satunya Pasal 76F Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan Anak.” 
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Namun kenyataannya, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang 
paling banyak diminati korban tindak pidana trafficking yang dijual untuk banyak 
tujuan dari mulai prostitusi, PRT, sampai penjualan organ tubuh.
7
 Dapat kita ketahui, 
seperti kasus yang terjadi di Solo yaitu Polisi mengungkap 19 anak dari solo yang 
menjadi perdagangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur(Kaltim) dan dipekerjakan di 
tempat hiburan malam dari umur 12 tahun sampai 18 tahun.
8
  Karenannya kejahatan 
trafficking, dampak psikologis dan psikis yang dialami korbannya terutama anak-
anak sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak dalam meraih masa depan 
karena trauma yang dirasakannya.      
Perlindungan, pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana 
trafficking bukan hanya tugas kepolisian, hakim atau para penegak hukum lain, tetapi 
harus ada kerja sama antar instansi ataupun lembaga lain yang sama-sama terpanggil 
untuk menangani permasalahan trafficking.
9
 Salah satunya ialah Yayasan KAKAK, 
yang merupakan lembaga yang bergerak dalam isu perlindungan anak terus berusaha 
melakukan kampanye dalam hal pencegahan serta melakukan penyuluhan tak 
terkecuali masalah trafficking. Masalah perlindungan anak hingga kini masih 
merupakan suatu permasalahan yang harus ditanggulangi secepatnya agar tidak 
mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban Perdagangan 
(Human Trafficking) di Wilayah Surakarta dan (2) Apakah hambatan-hambatan 
dalam perlindungan hukum pada anak korban Perdagangan (Human Trafficking) di 
Wilayah Surakarta. Tujuan Penelitian ini adalah  (1) Untuk mengetahui perlindungan 
hukum terhadap anak korban perdagangan (Human Trafficking) di Wilayah 
Surakarta dan (2)  Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan 
hukum terhadap anak korban Perdagangan (Human Trafficking) di Wilayah 
Surakarta. Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yaitu 
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tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (Human 
Trafficking),  hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk selanjutnya, dan untuk memberikan jawaban atas 
permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu perlindungan hukum 
terhadap anak korban perdagangan (human trafficking). 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang 
dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 
terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap 
data primer di lapangan.
11
 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 
perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (Human Trafficking) di 
Wilayah Surakarta. Data pada penilitan ini meliputi data primer dan data sekunder 
baik berupa bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Data primer 
berupa sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dan hasil wawancara dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Staff divisi anak Yayasan KAKAK 
Surakarta. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan, 
setelah semua terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Adapun proses analisis 
yang penulis gunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 
3. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan 
(HumanTrafficking) di Wilayah Surakarta 
Perlindungan hukum yang menciptakan keadilan apabila semua orang diperlakukan 
dengan sama sebagai manusia. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum pada 
anak merupakan suatu yang wajar dan realistis, selain karena tuntutan hak asasi bagi 
anak juga karena tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.
12
 
Perlindungan hukum merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan  yang melindungi 
hak individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak mampu dan/atau 
tidak berdaya baik itu secara fisik maupun mental, secara ekonomi, sosial, dan 
politik, baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.  
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3.1.1 Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir apabila 
sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran tindak pidana. 
Seperti kasus perdagangan orang yang terjadi di Solo yang telah diputus 
dengan  nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt di pengadilan Negeri Surakarta, 
yang intinya adalah korban anak Bela dan Sintya (nama samaran) yang 
bertempat tinggal di kota Surakarta ditawari untuk melakukan pekerjaan 
sebagai pemandu karoke di Kalimantan Timur oleh para terdakwa dengan 
iming-iming gaji yang besar. Setelah sampai di Kal-Tim kedua anak korban 
bekerja selain sebagai pemandu karoke di jam-jam yang tidak pantas untuk 
anak juga diharuskan melakukan hubungan intim setelah selesai waktu 
bekerjanya sebagai pemandu karoke. Para terdakwa dijerat Pasal 83 jo Pasal 
76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Para terdakwa diputus sebagai 
berikut: Menyatakan Terdakwa  Wisnu  Subroto dan Terdakwa  Indah  
Winarni telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  
melakukan tindak pidana. 
Menempatkan, membiarkan,melakukan, menyuruh, melakukan, atau  turut  
serta  melakukan  penculikan,  penjualan, dan/ atau perdagangan Anak, 
pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah), apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana 
kurangan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan para terdakwa tetap didalam 
tahanan, mengembalikan barang bukti kepada saksi bela dan saksi sintya, 
dsb. 
 Berdasarkan putusan nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, Perlindungan 
hukum terhadap anak korban trafficking dijelaskan Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta dalam putusan nomor:   201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, disini 
berupaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana yang berat 
yaitu melihat dari Pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang  
perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak 
di dalam pasal itu, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling tinggi 
15 tahun. Penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah cukup tinggi dan juga 
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denda yang cukup. Sehingga dimaksudkan diberikan denda yang tinggi agar 
pelaku jera selain itu juga memberikan perlindungan kepada anak korban 
yaitu dengan mendukung pelaksanaan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
dengan penjatuhan pidana tinggu dan denda yang patut.
13
 
 Perlindungan hukum lain bukan hanya dari para penegak hukum 
tetapi dari LBH ataupun LSM. Hal-hal inilah peran suatu Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang fokus pada isu anak sangat diperlukan. Salah satunya 
Yayasan KAKAK berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak 
adalah dengan mengetahui jumlah anak korban trafficking, kemudian 
melakukan observasi penjangkaun terlebih dahulu. Observasi ini dilakukan 
apabila sudah di identifikasi bahwa anak korban tersebut adalah korban 
trafficking. Dalam proses observasi ini diawali dengan melakukan assesment 
dan wawancara mendalam guna menggali informasi mengenai situaisi dan 
kondisi anak. Ada beberapa point penting yang harus diketahui, antara lain: 
(1) Pemenuhan hak-hak dasar ketika terjadinya trafficking diantara 
pemenuhan hak pendidikan, hak bermain dan berekspresi, hak diasuh oleh 
kedua orang tuanya, (2) latar belakang anak dan keluarga yaitu melakukan 
pendekatan terhadap anak dan keluarga seperti menanyakan identitas, orang 
tua,  (3) kronologis menjadi korban trafficking.
14
 Apabila telah melewati 
observasi, baru akan diberikan perlindungan hukum represif terhadap anak 
korban perdagangan sebagai berikut: 
Pertama, pendampingan hukum, wujud dari pendampingan hukum 
Yayasan KAKAK adalah memfokuskan untuk menunjukan bahwa pihak 
Yayasan KAKAK sebagai pendamping, dengan memberikan gambaran-
gambaran mengenai kasusnya, memberi penawaran perlindungan yang lain, 
selain itu juga menguatkan korban dan juga keluarga untuk berproses 
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 Kedua,  bantuan hukum, dalam hal ini Yayasan KAKAK yang 
bekerja sama dengan Lembaga lain, juga memberikan bantuan hukum 
berupa advokasi terhadaap korban, seperti pada putusan Nomor: 
201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, Yayasan KAKAK bekerjasama dengan LSM 
SPEK-HAM dengan menyediakan jasa advokat guna menyelesaikan kasus 
tersebut. Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai 
konsultan dalam masalah hukum.
16
  
Ketiga,  Rehabilitasi, dalam hal ini rehabilitasi dilaksanakan dengan 
empat bentuk yaitu: (1) Rehabilitasi ekonomi, dalam hal ini Yayasan 
KAKAK bekerjasama dengan kemeneterian sosial memberikan santunan 
kepada anak dan keluarga berupa bantuan tunai dengan bentuk barang-
barang yang dapat digunakan untuk modal usaha.
17
 Yayasan KAKAK 
bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak memberikan bantuan permodalan usaha untuk keluarga korban, (2) 
Rehabilitasi sosial, adanya rehabilitasi sosial ini diharapkan anak korban 
trafficking dapat kembali atau siap berada ditengah-tengah masyarakat, 
begitu juga masyarakat siap menerima apapun kondisi anak korban 
trafficking ini. Dalam upaya perlindungan Yayasan KAKAK bekerjasama 
dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PAKARNITA, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat. 
 (3) Rehabilitasi Psikologis, dalam penangannya rehabilitasi 
psikologis ini membutuhkan konseling, merupakan pemberian bantuan oleh 
seseorang yang ahli atau seorang yang telah terlatih sehingga mampu 
memecahkan masalah yang dihadapi korban.
18
  Dalam upaya perlindungan 
Yayasan KAKAK bekerjasama dengan KEMENAG, Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. (4) Rehabilitasi pendidikan, Rehabilitasi 
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pendidikan merupakan pemulihan bagi anak korban perdagangan untuk 
kembali ke bangku pendidikan. Yayasan KAKAK memberikan rehabilitasi 
pendidikan dengan mendorong anak korban kembali ke bangku sekolah, 
baik sekolah formal maupun informal atau bahkan mengejar paket yang 
terpenting pendidikan bagi anak korban kembali, tujuan dari rehabilitasi 
pendidikan ini adalah agar korban terpenuhi haknya untuk mendapat 
pendidikan baik itu secara formal maupun non formal. Pihak yang 
bekerjasama  dengan Yayasan KAKAK adalah Dinas Pemuda dan Olahraga 
serta Sekolah-sekolah.  
(5) Rumah aman (shelter), rehabilitasi dengan bentuk rumah aman 
yang dilakukan Yayasan KAKAK terhadap kasus perdagangan  adalah 
dengan melakukan penawaran-penawaran yang bersifat melindungi bagi 
korban seperti memberikan penawaran shelter atau rumah aman bagi korban 
dengan dikhawatirkan anak korban ini akan dibawa kembali untuk 
diperdagangankan atau ancaman-ancaman yang ditujukan terhadap anak 
korban sehingga psikis anak juga tidak tergoncang kembali.
 19 
Adanya 
shelter diharapkan memberikan keamanan korban bagi korban lebih 
terjamin. Yayasan KAKAK bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dan PAKARNITA. 
Empat, layanan Informasi,  bentuk perlindungan dari Yayasan 
KAKAK seperti memberikan informasi mengenai perkaranya di pengadilan, 
perkembangan kasus, dan sebagainya Korban berhak mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dihadapi sementara 
itu, Yayasan KAKAK berkewajiban memberikan informasi mengenai 
perkembangan kasus yang sedang berjalan. Lima, layanan kesehatan, bentuk 
perlindunganYayasan KAKAK memberikan layanan kesehatan ini 
dilakukan dengan bertanya mengenai yang sedang dibutuhkan apa, pasca 
terjadinya mengalami apa saja seperti dari kesehatannya terganggu, seperti 
anak korban mengalami batuk-batuk sampai ada dahak nya, Yayasan 
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KAKAK akan mengarahkan sebaiknya kedokter guna penyembuhan.
20
 
Selain ini juga dalam bidang kesehatan Yayasan KAKAK bekerjasama 
dengan puskesmas, apabila berhubungan mengenai infeksi menular seksual 
(IMS).  
3.1.2 Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum preventif adalah salah satu perlindungan hukum yang 
bersifat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.
21
 Perlindungan 
hukum preventif  yang dilakukan penegak hukum dalam rangka pencegahan 
terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan 
untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan tidak hanya cukup dengan 
menggunakan sarana hukum pidana (penal) tetapi juga harus pergunakan 
sarana-sarana non-penal (sarana di luar hukum pidana. Sebab hukum pidana 
sebaiknya diposisikan sebagai ultimum remidium, maksudnya sarana pidana 
dipakai sebagai usaha terakhir dalam penanggulangan tindak pidana.
 22
  
Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human 
trafficking) secara preventif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Surakarta adalah dengan penjatuhan pidana tinggi, sehingga diharapkan 
dapat diketahui masyarakat, agar membuat orang-orang yang memiliki niat 
untuk melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang itu berfikir 
ulang kembali, sebab penjatuhan pidana yang di berikan cukup tinggi.
23
 
Sementara itu, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan 
(human trafficking) secara preventif yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK 
sebagai berikut:  
 Pertama, dengan melakukan sosialisasi. Yayasan KAKAK yang 
bekerja sama dengan pemerintah kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar 
secara rutin melakukan sosialisasi mengenai anti kekerasan, pembahasan 
perlindungan anak dan juga bahaya perdagangan anak selain itu Yayasan 
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KAKAK juga turun langsung ke kelurahan dan sekolah-sekolah.
24
 Kedua, 
yayasan KAKAK juga melakukan perlindungan melalui seminar. Pihak 
Yayasan KAKAK didalam setiap kesempatan masih sering aktif menjadi 
nara sumber dalam seminar-seminar berkaitan dengan anak. Baik itu atas 
undangan dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi sampai pemerintah 
daerah. Ketiga,  melalui film, pencegahan lain yang dilakukan Yayasan 
KAKAK adalah dengan membuat film pendek mengenai trafficking. Film ini 
menceritakan reka ulang kasus perdagangan 2016 lalu, yang diproduksi 
sendiri oleh Yayasan KAKAK dengan adanya film ini Yayasan KAKAK 
berpesan mengenai bahayanya perdagangan orang.
25
 
Berdasarkan uraian di atas bahwa, perlindungan hukum secara 
represif yang berdasar putusan Nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, belum 
memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Perlindungan hukum 
yang diberikan lebih fokuskan pada sanksi pidana bagi terdakwa namun  
hak-hak korban tidak terlalu di perhatikan seperti mendapatkan tuntutan 
restitusi dari terdakwa ataupun rehabilitasi. Hal-hal inilah yang menjadi 
pelindungan hukum dari penegak hukum belum sepenuhnya maksimal. 
Sementara itu, dari Yayasan KAKAK perlindungan hukum  seperti disebut 
diatas tidak akan terealisasi dengan baik apabila korban ataupun keluarga 
korban menolak perlindungan hukum tersebut. Yayasan KAKAK pun dalam 
memberikan perlindungan hukum juga bukan dari milik sendiri, maksudnya 
perlindungan ini diberikan atas kerjasama dengan kementerian, lembaga lain 
atau instansi lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dialami. Jadi 
Yayasan KAKAK tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk 
memberikan perlindungan hukum secara langsung.  
3.2  Hambatan-Hambatan Dalam  Perlindungan Hukum Pada Anak Korban 
Perdagangan (Human Trafficking) Di Wilayah Surakarta 
Hambatan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan yang ada di 
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lapangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Surakarta adalah 
dalam penangan perkara, mengapa dapat seperti itu, karena dalam penyelesaian 
perkara di persidangan relatif lama, sebab harus menghadirkan saksi-saksi yang 
berada dimana-mana, berkaitan dengan instansi tempat saksi bekerja dan juga ada 
beberapa saksi tidak mau memberi keterangan selain itu dalam pembuktian alat bukti 
bahwa anak diperdagangkan memakan banyak waktu dalam pengumpulannya. 
Sehingga hal-hal inilah penyebab adanya hambatan dalam perlindungan hukum 
terhadap anak korban perdagangan (human trafficking).
26
 
Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak 
korban perdagangan (human trafficking) tak serta merta dapat berjalan dengan lancar 
beberapa kali Yayasan KAKAK mengalami hambatan-hambatan yang dihadapi 
seperti dalam pendampingan kasus pada putusan nomor: 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, 
di antaranya: pertama, penegakan hukum lemah pada saat tahap penyidikan Yayasan 
KAKAK berupaya meminta restitusi tetapi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa 
jangan meminta lain-lain dahulu, yang terpenting kasus ini sampai kepengadilan. 
Selain itu juga dalam proses persidangan, jaksa yang memegang kasus trafficking 




Kedua,  Prasarana Yayasan KAKAK dalam kendalanya perlindungan 
terhadap korban. Sebab anak korban ini termasuk golongan miskin sehingga untuk 
transportasi dalam berproses hukum pun terkendala. Jadi Yayasan KAKAK 
menghendaki penjemputan korban untuk setiap proses dikepolisian sampai di 
pengadilan.
28
 Ketiga, kurang pengertian hukum, Yayasan KAKAK pun dalam 
melakukan perlindungan terhadap korban kadang kala terbelenggu masalah 
kurangnya pengertian mengenai hukum, sempat anak korban beberapa kali 
didatangai oleh pelaku dengan membujuk anak korban untuk kasus yang sedang 
berjalan di kepolisian untuk dicabut dengan diberdaya akan diberikan uang 
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berapapun kalau pelaporan dicabut.
29
 Dalam mengatasi hal ini Yayasan KAKAK pun 
memberikan pengertian-pengertian mengenai hukum dan kewajiban untuk 
penyelesaian kasus terhadap korban.
30
 
Walaupun mengalami berbagai hambatan, Yayasan KAKAK selain berupaya 
melakukan perlindungan hukum baik secara represif/preventif dan mengalami 
berbagai hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum. Inisiatif dari Yayasan 
KAKAK adalah anak korban harus terpenuhi hak-haknya terlebih dahulu pasca 
terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dialami dan berupaya semaksimal 
mungkin tidak terjadi dengan menawarkan anak-anak yang dalam lingkungan kurang 
baik untuk berada di panti agar ada perkembangan seperti ajari untuk keterampilan.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Perlindungan hukum terhadap anak korban adalah perlindungan dalam segala aspek 
dan pemenuhan hak serta kewajiban yang dapat dilaksanakan siapa saja baik penegak 
hukum, orang tua, pemerintah, lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara preventif 
maupun represif. Dari Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan:  
Pertama, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human 
trafficking) di Wilayah Surakarta secara represif yang oleh Pengadilan Negeri 
Surakarta berdasar putusan Nomor 201/Pid.Sus /2016/PN.Skt perlindungan diberikan 
dalam bentuk penjatuhan pidana namun dalam pemberian hak restitusi belum 
terpenuhi karena beberapa kendala. Sehingga hal inilah diperlukan peran LSM dalam 
memberikan perlindungan hukum yang lain. Perlindungan hukum represif oleh 
Yayasan KAKAK terhadap anak mencakup beberapa aspek dengan perlindungannya 
berupa: pendampingan hukum, bantuan hukum, rehabilitasi yang dibagi lagi menjadi 
lima aspek yaitu, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi psikologi,  
rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan, serta pemberian rumah aman bagi korban. 
layanan informasi dan layanan kesehatan. 
Sementara itu, perlindungan hukum preventif oleh Pengadilan Negeri 
Surakarta dengan memberikan peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan 
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tindak pidana perdagangan orang berfikir ulang. Karena penjatuhan pidana bagi 
pelaku tindak pidana perdagangan orang terkhusus pada anak cukup tinggi. 
Sementara itu oleh Yayasan KAKAK diantaranya dengan secara teratur melakukan 
sosialisasi, sebagai pembicara dalam seminar-seminar dan Yayasan Kakak membuat 
film pendek tentang trafficking  
Kedua, hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) di Wilayah Surakarta di 
Wilayah Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta adalah dalam penyelesaikan 
perkara perdagangan orang di persidangan membutuhkan waktu yang lama, karena 
dalam menghadirkan saksi-saksi cukup memakan waktu yang lama sehingga kasus 
tersebut tidak cepat selesai. Sementara itu, oleh Yayasan KAKAK yaitu penegak 
hukum lemah, prasarana, dan kurang pengertian hukum.  
4.2 Saran  
Pertama, penulis memberikan saran kepada orang tua, yaitu orang tua perlu 
melaksanakan pengawasan yang lebih terhadap pergaulan anak, dan juga memahami 
kemauan anak sehingga terjadi suatu tindak pidana yang menjadikan anak sebagai 
korban tindak pidana anak dapat di antisipasi. 
Kedua,  penulis memberikan saran kepada penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa 
maupun Hakim untuk lebih fokus memberikan perlindungan hukum terhadap anak 
korban trafficking untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan lain dan lebih 
mengoptimalkan penanganan kasus trafficking yang terjadi di Wilayah Surakarta. 
Ketiga, penulis memberikan saran kepada Yayasan KAKAK yaitu menambah 
bentuk penawaran perlindungan alternatif yang lain apabila korban menolak 
perlindungan yang diberikan yang saat ini ada. Kemudian lebih meningkatkan kerja 
sama dengan pemerintah, maupun lembaga atau instansi lain untuk memperluas 
perlindungan di berbagai bidang.  
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